BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa karena di pundaknya terletak
tugas bangsa yang belum teiselesaikan oleh geoerasi-generasi sebelumnya.
Sebagai gencrasi penerus cita-cita bangsa dan negara, anak-anak harus dapat
tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohans,
cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi serta terpuji. Perlindungan
anak merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan dalam wujud membenkan
kescjahteraan dalam konteks kesejahteraan <osia) secara keselwuhan.

Amnas dasar pemikiran tersebut diatas maka, sebagai insbumen unfuk
aengatr dan menjadi pedoman secara khusus dalam membenkan perlindungan
anak kemudiao lahirdlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tensang
Pelindungan Apek. Undang -Undang ini lahir untuk memberikan jaminan
terhadap pemenuban hak-bak anak serta adanya periakuan tanpa disknminasi,
schingge anak mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbub dan
berkembang secara optimal, baik fisik, mensal maupun sosial dan becakhlak
mulia. Selain itu juga peraturan ini lahir sebagai bentuk dukungan kelembagaao
dan peraturan perundang - undangan yang dapal menjamin pelaksanaannya

Dalam keraogka perlindungan hak asasi manusia, pada balskatnya,
exrtindungsan terhadsp perempuan dan anak merupalean salah satu perwujudan hak

annk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (servifude) atau perbudakan
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(slavery). Hak asasi ini bersifat langgeng dan unmiversal, artinya berlaku untuk
setiap orang tanpa membedz-bedaten asal-usul, jenis kelamin, agama, serse usia
sehingga, setiap negaraberkewajiban untuk menegakkannya tanpaterkecuali.

Perbatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek
kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala intemasional yang
antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Apak tabun 1924 yang diakui
dalara Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Kemudian pada
tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan Declaration of the
Rights of the Child (Deklarasi Hak-Hak Apak).’

Dalam instrument intemasional dalam perlindungan anak Yyang teanasuk
dalam instument HAM yang diakvi oleh Persarikatan Bangsa- Bangsa adalah UN
Rules fer The Protection of Juveniles Desprived of Their Liberty, UN Standard
Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules), UN Guidelines for
The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines). 3

Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkao sorotaa, baik
itu dani kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendin. Persoalan
kejehatan bukanlah merupakan pessoalan yang sederhana terutama dalam
masyarakat yang sedang mengalamt perkembangan seperti Indogesia umi.

Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahap tata
nilai, dimana perubahan tata nilai yang bersifat positif berakibat pada kehidupan

masyeraka) yang harmonis dan sejahtera, sedang perubahan tata nilai bersifa)

! Mulad; dan Bards Nawawi Arief, Bungo Rampoi Hukaom Pidana, Ahmai, 8aodung,
2002, Hal. 108
2 Moch. Faiss} Salam, Hukwm Acaro Peradifan Anak di Indonesia, Mandar Maju,

Bandung, 2005, Hal. 15
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